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Abstrak

Kegiatan pendampingan legalitas usaha merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas administrasi
dan keberlanjutan UMKM yang masih beroperasi dalam sektor informal. UMKM Jajanand, sebuah usaha kuliner
mikro di Desa Sidoklumpuk, menjadi objek pendampingan karena belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan
menghadapi keterbatasan literasi digital serta ketakutan terhadap biaya perizinan. Pengabdian ini bertujuan untuk
menilai efektifitas proses pendampingan pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta
dampaknya terhadap pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengurus legalitas. Metode yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, pengumpulan data administratif, wawancara dengan
pemilik usaha, dan pendampingan langsung dalam setiap tahapan OSS. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa
proses legalisasi dapat berjalan efektif ketika pelaku UMKM memperoleh bimbingan intensif, mulai dari identifikasi
data awal, pembuatan akun OSS, pengisian informasi usaha, hingga penerbitan NIB. Pendampingan membantu
mengatasi kendala teknis seperti penggunaan email, verifikasi akun, dan pemilihan KBLI, serta mengurangi
hambatan psikologis terkait anggapan bahwa perizinan membutuhkan biaya. Dengan diterbitkannya NIB, UMKM
Jajanand memperoleh legalitas usaha, peningkatan kredibilitas, dan akses yang lebih luas terhadap program
pemerintah, pembiayaan KUR, dan peluang pemasaran. Selain itu, pendampingan mendorong pelaku usaha untuk
merencanakan pengembangan lanjutan seperti pengurusan PIRT dan peningkatan kualitas produk. Secara
keseluruhan, kegiatan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi digital dasar, pemahaman
regulasi, serta kesiapan UMKM untuk melakukan formalitas usaha. Legalitas yang diperoleh melalui NIB menjadi
fondasi penting bagi UMKM Jajanand untuk berkembang secara lebih terarah, aman, dan berkelanjutan.
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Pendahuluan

Perkembangan usaha mikro di Indonesia menunjukkan peningkatan yang terus berlangsung, namun sebagian
besar masih beroperasi dalam sektor informal. Rendahnya tingkat legalitas usaha menjadi salah satu persoalan mendasar,
terutama karena banyak pelaku UMKM belum terintegrasi dengan sistem administrasi resmi pemerintah. Sejak
diberlakukannya OSS-RBA, Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi identitas utama bagi pelaku usaha sekaligus pintu
masuk untuk memperoleh berbagai fasilitas pengembangan UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan bahwa
NIB tidak hanya berfungsi sebagai izin dasar, tetapi juga menjadi syarat penting untuk mengakses pembiayaan, program
pendampingan, dan kerja sama lintas sektor. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas merupakan kebutuhan mendesak
bagi UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dalam ekosistem bisnis modern (Rosidi, 2022).

UMKM Jajanand, sebuah usaha makanan ringan berbasis rumahan di Desa Sidoklumpuk, menjadi contoh pelaku
usaha kuliner mikro yang berpotensi berkembang tetapi belum memiliki legalitas formal. Produk seperti bakso goreng,
potato freak, dan siomay goreng memiliki permintaan yang stabil di lingkungan sekitar, terutama dari kalangan pelajar.
Namun ketiadaan legalitas membuat usaha ini sulit mengikuti kegiatan pemasaran formal, tidak dapat mengakses bantuan
UMKM, dan terbatas menjalin kerja sama dengan instansi atau layanan digital. Kondisi ini juga berdampak pada tingkat
kepercayaan konsumen, terutama pada sektor kuliner yang sangat sensitif terhadap isu keamanan dan kredibilitas
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produsen. Di samping persoalan administratif, keterbatasan literasi digital menjadi penghambat utama. Banyak pelaku
UMKM ragu memulai pendaftaran OSS karena menganggap prosesnya rumit dan berpotensi memerlukan biaya
tambahan. Padahal, sistem OSS-RBA dirancang untuk mempermudah pengurusan izin usaha mikro. Kurangnya
pemahaman teknis inilah yang membuat pendampingan menjadi bentuk intervensi strategis. Melalui pendampingan
langsung, hambatan terkait penggunaan teknologi, pengisian data, maupun pemilihan KBLI dapat diminimalisasi sehingga
pelaku usaha lebih percaya diri menjalankan proses formalitas (BPS, 2022; World Bank, 2023).

Dalam konteks Jajanand, pendampingan NIB tidak hanya bertujuan memperoleh legalitas, tetapi juga membantu
membangun fondasi kelembagaan usaha. Dengan adanya NIB, pelaku usaha memiliki peluang untuk mengikuti bazar
resmi, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, memperluas pemasaran, serta mengakses pembiayaan seperti KUR.
Legalitas juga menjadi bukti komitmen usaha dalam meningkatkan profesionalitas, sehingga dapat memperkuat
kepercayaan konsumen dan membuka potensi ekspansi usaha di masa mendatang. Dengan demikian, pendampingan
NIB bagi UMKM Jajanand memiliki relevansi akademik maupun praktis. Secara akademik, kegiatan ini memberikan
gambaran nyata mengenai proses legalisasi UMKM mikro di wilayah pedesaan yang masih mengalami keterbatasan
informasi. Secara praktis, pendampingan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas administrasi usaha, meningkatkan
kesiapan digital, dan membuka peluang pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan. Legalitas bukan sekadar
formalitas, melainkan fondasi penting bagi UMKM untuk tumbuh, beradaptasi, dan bersaing dalam industri makanan yang
semakin kompetitif (Agung & Suryamah, 2022).

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari
tahap persiapan hingga evaluasi hasil pendampingan. Pada tahap persiapan, tim pengabdi melakukan koordinasi internal
untuk menyusun rencana kerja, menentukan pembagian tugas, serta mempelajari kembali prosedur teknis pengurusan
NIB melalui sistem OSS-RBA. Selain itu, tim juga menyiapkan instrumen pendataan yang meliputi format wawancara,
lembar observasi, serta kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam proses pengajuan NIB agar kegiatan dapat
berjalan secara sistematis dan sesuai ketentuan perizinan usaha mikro.

Tahap berikutnya adalah observasi lapangan yang dilaksanakan di Desa Sidoklumpuk. Observasi dilakukan untuk
memetakan kondisi UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut, khususnya terkait status legalitas usaha, kemampuan
literasi digital, dan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS. Dari hasil observasi diperoleh temuan bahwa
sebagian pelaku UMKM belum memiliki legalitas, salah satunya adalah UMKM Jajanand yang bergerak di bidang kuliner
jajanan goreng. Berdasarkan hasil kajian awal tersebut, Jajanand kemudian ditetapkan sebagai subjek pendampingan
karena memenuhi kriteria sebagai usaha mikro perorangan yang belum memiliki NIB, memiliki keterbatasan akses
informasi, serta menunjukkan kesediaan untuk mengikuti proses pendampingan secara penuh.

Setelah penentuan subjek dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada pemilik usaha mengenai
pentingnya legalitas usaha. Pada tahap ini tim memberikan edukasi tentang fungsi NIB sebagai identitas resmi usaha,
manfaatnya dalam mengakses program pemerintah dan pembiayaan seperti KUR, serta penjelasan bahwa pengurusan
NIB melalui OSS-RBA tidak dipungut biaya. Sosialisasi ini bertujuan mengurangi keraguan pemilik usaha yang selama ini
menganggap bahwa proses perizinan bersifat rumit dan memerlukan biaya besar. Setelah pemilik usaha memahami tujuan
pendampingan, tim membantu menyiapkan data administratif yang dibutuhkan, seperti KTP, KK, nomor handphone aktif,
email, informasi jenis usaha, serta penentuan KBLI yang sesuai.

Tahap selanjutnya adalah pengurusan NIB melalui sistem OSS-RBA. Pada tahap ini tim mendampingi pemilik
usaha dalam pembuatan akun OSS, proses verifikasi email dan WhatsApp, serta pengisian data diri dan profil usaha.
Pendampingan juga dilakukan dalam pengisian data kegiatan usaha, pemilihan KBLI yang sesuai, serta persetujuan
pernyataan mandiri sebagai salah satu syarat penerbitan NIB. Seluruh proses dilakukan secara langsung bersama pemilik
usaha sehingga mereka dapat memahami alur penggunaan sistem OSS secara bertahap. Setelah data dinyatakan
lengkap dan valid oleh sistem, NIB berhasil diterbitkan dan dicetak sebagai bukti legalitas usaha.

Tahap terakhir berupa pendampingan lanjutan dan evaluasi hasil kegiatan. Pada tahap ini tim memberikan
penjelasan mengenai manfaat lanjutan dari kepemilikan NIB, termasuk peluang akses program pemerintah, fasilitas
pembiayaan, kerja sama pemasaran, serta rencana tindak lanjut berupa pengurusan PIRT dan peningkatan kualitas
produk. Evaluasi dilakukan melalui refleksi bersama pemilik usaha untuk mengetahui perubahan pemahaman, tingkat
kesiapan digital, serta sikap terhadap legalitas usaha setelah mengikuti pendampingan. Keberhasilan kegiatan dinilai dari
terbitnya NIB bagi UMKM Jajanand, peningkatan literasi digital dasar, serta bertambahnya keyakinan pelaku usaha untuk
melakukan pengurusan legalitas secara mandiri di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Pendampingan ini mendokumentasikan secara menyeluruh proses pembuatan NIB melalui OSS bagi UMKM
Jajanand, sebuah usaha perorangan kuliner jajanan goreng yang beroperasi di Desa Sidoklumpuk. Jajanand dikelola
secara mandiri oleh pemilik usaha dan berfokus pada penjualan bakso goreng, ciomay, dan potato freak sebagai produk
utamanya. Walaupun bergerak di bidang kuliner skala kecil, usaha ini memiliki peluang pasar yang stabil karena
karakteristik produknya yang diminati masyarakat, terutama kalangan pelajar dan warga sekitar. Tingginya minat
konsumen menunjukkan bahwa usaha ini sudah memiliki fondasi pasar yang potensial. Namun demikian, sebelum
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pendampingan dilakukan, Jajanand belum memiliki legalitas formal sehingga berpotensi menghadapi hambatan dalam
pengembangan usaha, seperti keterbatasan akses pembiayaan, sulithya mengikuti program bantuan pemerintah, dan
terbatasnya peluang kerja sama pemasaran. Pentingnya legalitas dalam usaha mikro menjadi dasar utama pelaksanaan
pendampingan ini (Devita et al., 2024). Legalitas tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemenuhan administratif semata,
tetapi juga sebagai landasan profesionalitas usaha yang menunjukkan keseriusan pelaku usaha dalam menjalankan
operasional secara terstruktur dan sesuai aturan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Fadilah et al., 2025) yang menyatakan
bahwa “fungsi legalitas usaha tidak hanya sebagai pengakuan formal secara resmi dari negara, tetapi ini merupakan wujud
komitmen pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku”. Dengan demikian, penerbitan NIB menjadi prasyarat penting agar UMKM dapat berkembang lebih terarah,
memperoleh kepercayaan konsumen, serta memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan skala usaha.

Ui Y

Gambar 1. Perbandingan Kondisi Gerobak Usaha Sebelum dan Sesudah dilakukan Penempelan Sertifikat NIB

Menurut Lestariningtyas & Roqib (2021), Kondisi tersebut umum ditemukan pada banyak UMKM di wilayah
pedesaan, di mana literasi digital masih terbatas dan pemilik usaha sering merasa ragu untuk memulai proses perizinan
akibat kekhawatiran mengenai biaya, kerumitan administrasi, atau ketidaktahuan mengenai prosedur yang benar. Oleh
karena itu, pendampingan menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan informasi sekaligus membantu
pelaku usaha memahami bahwa pengurusan legalitas kini lebih mudah dan tidak menimbulkan beban finansial. Untuk
memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai proses legalisasi usaha yang dilakukan, pendampingan ini
disusun melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Berikut merupakan tahapan pendampingan pembuatan NIB bagi
UMKM Jajanand.

Pendampingan Pendampingan ini turut mendorong pemilik untuk merencanakan pengembangan berikutnya,
seperti pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), peningkatan kualitas kemasan, serta
kemungkinan memasarkan produk frozen. Dengan adanya NIB, pelaku usaha merasa lebih percaya diri untuk memperluas
pasar, baik di dalam desa maupun ke wilayah sekitar. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa
legalitas usaha berperan dalam meningkatkan kredibilitas dan akses pasar UMKM (Kementerian Koperasi dan UKM,
2022). Secara keseluruhan, proses pendampingan yang berjalan mulus ini menunjukkan bahwa UMKM di desa dapat
memperoleh legalitas usaha dengan lebih mudah ketika diberikan bimbingan yang tepat. Selain memperkuat posisi usaha,
pendampingan semacam ini juga membantu meningkatkan literasi digital serta pemahaman pelaku usaha mengenai
pentingnya pengelolaan usaha yang sesuai regulasi, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha secara lebih terarah
dan mandiri di masa depan (BPOM, 2021; World Bank, 2023).
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH REPUBLIC INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2 weci 5

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2088 900" 44

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha ampiran bedkut ini memuat daftar bidang usaha untuk ANANDA YUNITA PRATIWI
(NIB) kepada No. | Kode Judul KBLI Ruang | Lokasi Kegiatan Usaha | Klasifikasi Porizinan Berusaha
KBLI Lingkup Tingkat Jenis Status | Keterangan
1. Nama Pelaku Usaha ANANDA YUNITA PRATIWI Risiko
2. Nomor Pokok Wajb Pajak m] @ (3) () ) (6) [} (8) ()
3. Alamat Kantor KENDALCABE RT O5 RW O1. DESA KENDALPECABEAN, KECAMATAN t 7112 Peardegangen Eowenfowionuh o . ==
CANDI., DesaKelurahan Kendalpecabean, Kec. Cand, Kab. Sidoario, i wA ”
vkl Jovs Thmie [Berbagai Macam Sidokumpul, Kecamatan melakukan
- frmionsard [Barang Yang Utamanya) Sidoarjo, Kabupaten persiapan,
E‘r‘;;”"‘ R IMakanan, Minuman Sidoarjo., DesaKelurahan] kegiatan
- z |Atau Tembakau Bukan Sidokumpul, Kec. operasional
4 r(::::(mwmw Baku Lapangan Usaha Indonesia - Lihat Lampiran oi Sichario, Kab, Sidoaro, kron
Provins Jawa Timur komersial
5. Skala Kegiatan Usaha Usaha Mikro It Hypermarket Kode Pos: 61218
|(Tradisional)
NIB ini berlaku sebaga Usaha Mikro berjalan
1. Identitas berupa hok akses kepabeanan; pendafiaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial [sejak: Oklober 2025
ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh [Nomor Kegiatan Usaha: 20% &2 [Kewenangan

wilayah Repubiik Indonesia; dan
2. NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai
a. Sertifikat produk halal, dan
b. Perselujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI)

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam
lampiran ini
Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesual NSPK KIL

1
2
sesuai keter dangan
SASUS hetont i parALYE RRRICAG RO 3. Pengawasan pemenuhan persyaralan dan‘atau kewajiban pelaku usaha diakukan oleh K/L/Pemerintah daerah Administrator
4
5

3. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasipendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. KEK/ BP KPBPB terkal

Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat diihat melalui akses QR Code.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut

Diterbitkan o Jakarta, tanggal: 27 November 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditandatangani secara elektronik

Gambar 2. Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) Jajanand

Kesimpulan

Pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM Jajanand menunjukkan bahwa legalitas usaha sebenarnya dapat
diurus dengan mudah ketika pelaku UMKM mendapatkan arahan yang jelas. Sebelum kegiatan ini dilakukan, pemilik
usaha masih ragu karena keterbatasan literasi digital dan kekhawatiran bahwa pengurusan izin membutuhkan biaya.
Melalui observasi, pengumpulan data, wawancara, dan pendampingan langsung, hambatan dapat diatasi secara bertahap.
Proses pendampingan berjalan efektif mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, pemilihan KBLI yang
sesuai, hingga penerbitan NIB. Selain menghasilkan legalitas resmi, kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman pemilik
usaha tentang pentingnya NIB sebagai identitas dasar UMKM. Pemilik Jajanand menjadi lebih percaya dan lebih paham
dalam menggunakan sistem OSS, dan menyadari bahwa legalitas membuka peluang baru.

Dengan terbitnya NIB, Jajanand kini memiliki posisi yang lebih kuat untuk berkembang dengan baik dalam
mengakses program pemerintah, mendapatkan pembiayaan seperti KUR, maupun memperluas pemasaran. Selain itu,
pendampingan ini juga memotivasi pemilik untuk melanjutkan pengembangan lain seperti pengurusan PIRT dan
peningkatan kualitas produk. Secara keseluruhan, pendampingan membuktikan bahwa membantu UMKM desa
memahami dan menjalankan proses legalitas dengan baik. Legalitas bukan hanya formalitas, tetapi juga fondasi penting
agar UMKM tumbuh lebih profesional, aman, dan berkelanjutan.
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